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ABSTRAK 
 
DITO ASTAWANSYAH PUTRA (B111 06 062), “Tinjauan Kriminologis 
Tentang Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor  Roda Dua (Studi 
Kasus Di Kabupaten Kendari Pada Tahun  2008-2012)” di bawah 
bimbingan Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan SH.MH, sebagai pembimbing I 
dan Bapak Abdul Aziz,S.H.,M.H, sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor roda dua di 
kabupaten Konawe dalam kurun waktu lima tahun terakhir, serta untuk 
mengetahui upaya-upaya apa yang dapat dilakukanuntuk meminimalisir 
terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua di 
kabupaten Konawe.  
Data yang diperoleh kemudian dianalisi dengan membandingkan 
keadaan nyata dan data yang ada tentang faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor roda dua di 
kabupaten Konawe serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh 
aparat penegak hukum. 
Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut, maka penulis 
menyimpulkan antara lain: faktor yang mempengaruhi terjadinya 
pencurian kendaraan bermotor yakni faktor ekonomi, faktor rendahnya 
tingkat pendidikan, faktor lingkungan dan faktor lemahnya penegakan 
hukum. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah upaya 
preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak 
Kepolisian adalah melakukan penyuluhan dan patroli. Upaya represif 
merupakan penindakan bagi pelaku kejahatan curanmor melalui suatu 
proses peradilan pidana dan melakukan pembinaan di lembaga 
permasyarakatan. 
  
Keyword : Kriminologis, Pencurian dan Kendaraan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas 
hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar hukum yang paling 
hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Hukum tersebut harus 
selalu ditegakan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia 
dimana tertuang dalam pembukaan Alinea ke-empat yaitu membentuk 
suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan 
perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
Dalam pelaksanaannya penegakan hukum tidak selalu sesuai 
dengan apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan.Dengan 
perkembangan zaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran 
dalam sistem sosial dalam masyarakat. Salah satunya perubahan 
ekonomi yang semakin memburuk akibat dampak dari krisis global yang 
melanda hampir di seluruh bagian dunia, tidak terkecuali di Negara 
Indonesia. Dengan tingginya tekanan ekonomi yang menuntut setiap 
orang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Individu dalam 
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melaksanakan usaha guna memenuhi kebutuhannya, individu harus 
melakukan interaksi diantara anggota masyarakat lainnya. 
 Dalam berkehidupan di dalam masyarakat, setiap orang tidak akan 
lepas dari adanya interaksi antara individu yang satu dengan individu yang 
lain. Sebagai mahluk sosial yang diciptakan oleh Allah Subbahanahu Wa 
Ta’ala, manusia tidak akan dapat hidup apabila tidak berinteraksi dengan 
manusia yang lain. Dengan seringnya manusia melakukan interaksi satu 
sama lain, sehingga dapat menimbulkan hubungan antara dua individu 
atau lebih yang bersifat negative dan dapat menimbulkan kerugian di salah 
satu pihak. Hal tersebut pada saat ini sering disebut dengan tindak pidana.   
       Terjadinya suatu tindak pidana terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat 
didalamnya, yaitu Pelaku dan Korban. Bentuk atau macam dari suatu 
tindak pidana sangatlah banyak, misalnya pembunuhan, perampokan, 
pencemaran nama baik, pencabulan, pemerkosaan, penggelapan, 
pencurian serta masih banyak yang lainnya lagi. Tindak pidana pencurian  
sering terjadi dalam masyarakat didorong oleh berbagai faktor. 
Hukum merupakan salah satu bidang yang keberadaan nya sangat 
esensial sifat nya. Untuk menjalani kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara, apalagi Negara Indonesia merupakan Negara hukum, yang 
berarti setiap warga Negara harus taat dan patuh terhadap semua aturan 
hukum. 
Dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dewasa ini, 
maka tidak jarang pula menimbulkan berbagai masalah serius yang perlu 
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mendapatkan perhatian sedini mungkin, antara lain mengenai kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor yang sekarang ini marak terjadi di 
lingkungan masyarakat.  
Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka 
ragam sering menghalalkan berbagai cara tanpa mengindahkan norma-
norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian sampai 
saat ini kejahatan masih tetap abadi dan bahkan akan berkembang sesuai 
dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih.  
Perkembangan kejahatan bila di lihat dari tahun ke tahun 
cenderung mengalami peningkatan, baik dari segi kualitas maupun dari 
segi kuantitas. Barnes H.E. dan Teetera N.K (Soesilo, 1989:69) memberi 
kesimpulan bahwa kejahatan akan selalu ada, seperti hal nya penyakit 
dan kematian yang selalu berulang seperti dengan musim yang akan 
berganti dari tahun ke tahun. Kejahatan adalah merupakan salah satu 
bentuk penyimpangan yang selalu menerjang norma-norma kehidupan 
yang telah ada dalam masyarakat. 
Penyidikan tentang masalah kejahatan tidak pernah berhenti 
dilakukan oleh para kriminologi. Hal ini menandakan bahwa masalah 
kejahatan merupakan masalah pokok sepanjang kehidupan manusia. 
Sejarah telah membuktikan bahwa untuk menghilangkan kejahatan sama 
sekali hal yang mustahil. 
Dalam kehidupan masyarakat masih banyak terdapat perbuatan-
perbuatan yang sifat-Nya tidak dapat menunjang masyarakat yang adil 
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dan makmur, merata dan spiritual, terlebih dahulu harus diciptakan 
suasana yang aman dan tertib. 
Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan 
sangat menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah 
kejahatan pencurian kendaraan bermotor  roda dua. Dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (selanjutnya di singkat KUUHpidana, Buku ke-2 
titel XII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367). Kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan 
terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian. 
Pemberitaan di berbagai media massa, baik itu media elektronik 
maupun media cetak, dapat di ketahui bukan saja menarik perhatian, 
tetapi juga mengusik rasa aman sekaligus mengundang sejumlah 
pertanyaan tentang kenyataan apa yang berlangsung di tengah-tengah 
masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk 
meneliti mengenai pengaruh atau faktor yang menyebabkan terjadinya 
pencurian kendaraan bermotor roda dua serta upaya-upaya 
penanggulangannya.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi 
permasalahan dalam skripsi ini adalah berikut : 
1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya delik pencurian 
kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Konawe. 
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan semua pihak terhadap delik 
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pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Konawe. 
C. Tujuan Penelitian 
Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian 
dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya delik pencurian 
kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Konawe 
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan aparat kepolisian terhadap 
delik pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Konawe 
D. Kegunaan penelitian ini adalah : 
 
1. Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada 
umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan 
masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 
2. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang bermin Dapat 
menjadi bahan masukan bagi aparat/petugas hukum (Kepolisian) 
dalam melakukan upaya-upaya preventif guna menyikapi terjadinya 
tindakan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Konawe untuk 
meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 
3. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk 
meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Beberapa Pengertian 
 
1. Kriminologi 
 
Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses 
pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi 
terhadap pelanggaran undang-undang.( E.H.Sutherland, 1883–1950). 
Kriminologi lahir pada abad 19 yaitu ditandai dengan lahirnya 
statistik kriminal di prancis tahun 1826 (a.l.Bonger, Grunhut) dan dengan 
diterbikannya buku L Uomo Delinqunte oleh Cesare Lombroso tahun 
1876, namun studi untuk mempelajari kejahatan sudah mulai dari 
sebelumnya oleh filosof yunani kuno seperti plato dan Aristoteles.  
Kriminologi  merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan 
hukum pidana, secara khusus mempelajari tentang sebab terjadinya dan 
sekaligus mencari upaya penanggulangannya, dapat di tinjau dari segi 
etimologi dan terminologi. (Soedjono 1983:2). 
 Ditinjau dari etimologi, istilah kriminologi terdiri atas dua suku kata, 
yakni “crimen” (kejahatan) dan “logos” (ilmu pengetahuan). Jadi menurut 
pandangan etimologi, maka istilah kriminologi berarti ilmu pengetahuan 
yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang 
dilakukannya. (Soedjono 1983:4). 
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 Selanjutnya apabila di tinjau dari terminologi maka pengertian 
etimologi semakin di perluas dan selalu disesuaikan dengan tujuan dan 
kegunaan kriminologi itu sendiri dalam rangka memberantas kejahatan. 
 (Bonger 1982:21), mengemukakan pengertian kriminologi, 
bahwa: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis 
atau murni) 
 
 (Soedjono 1983:1), merumuskan bahwa: Kriminologi 
merupakan saran untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan 
dan akibatnya, mempelajari cara-cara memperbaiki kejahatan 
dan cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. 
 
 (Rusli Effendy 1983:9) dirumuskan kriminologi adalah sebagai 
berikut: Kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan itu sendiri, 
objek nya adalah yang melakukan kejahatan itu sendiri, tujuan 
nya ialah mempelajari sebab-sebabnya sehingga orang yang 
melakukan kejahatan. Apakah itu timbul karena bakat orang itu 
adalah jahat, atau disebabkan karena keadaan masyarakat 
sekitar nya (millew), baik keadaan sosiologis maupun 
ekonomis. 
 
 (Moeljatno 1985:13), memberikan pengertian kriminologi 
bahwa: Kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan sendiri, objek 
nya adalah orang yang melakukan kejahatan (sipenjahat) dan 
tujuan nya agar menjadi mengerti apa sebab-sebabnya sampai 
berbuat jahat. 
 
Pandangan dari beberapa pakar hukum pidana tentang kriminologis 
tersebut di atas, nampak mempunyai persamaan satu sama yang lainnya, 
walaupun variasi bahasa dalam mengungkapkannya berbeda, akan tetapi 
perbedaan tersebut tindak mempengaruhi hakekat kriminologi sebagai 
suatu ilmu pengetahuan yang beorientasi pada kejahatan, mencari 
mengapa orang menjadi jahat, dan sekaligus mencari cara untuk 
memberantas dan menanggulangi kejahatan  dan mendidik serta 
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membina  para penjahat agar kembali menjadi orang baik, serta di terima 
oleh anggota masyarakat. 
Secara formal kejahatan dapat dirumuskan sebagai suatu 
perbuatan yang oleh negara diberi pidana (Misdaad is een ernstige anti 
sociale handeling, seaw tegen de staat bewust reageer). Dalam hal 
pemberian pidana ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan 
yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu 
adalah ketertiban masyarakat dan masyarakat menjadi resah. Terkadang 
tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, yang dimana 
masyarakat bersifat dinamis, maka tindakan pun harus dinamis sesuai 
dengan irama perubahan masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut 
dipengaruhi oleh faktor waktu dan tempat. Masyarakat menilai dari segi 
hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi 
sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan 
yuridis. Sebaliknya bisa terjadi suatu tindakan dilihat dari segi sosiologis 
merupakan kejahatan, sedang dari segi yuridis bukan kejahatan. Inilah 
yang disebut kejahatan sosiologis (kejahatan kriminologis). 
Usaha untuk merumuskan dan mendefinisikan kejahatan dalam 
kriminologi hampir setua bidang pengetahuan ilmiah itu sendiri. Hal itu 
menyangkut sejumlah pendapat-pendapat kontroversial dan beberapa 
benturan pendapat ilmiah yang pada dasarnya merupakan bagian proses 
perkembangan suatu ilmu. Kejahatan pada mulanya tidak secara resmi 
dirumuskan dan tidak menyangkut suatu tindakan resmi terhadapnya, 
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melainkan hanya merupakan masalah pribadi. Seorang yang melakukan 
kesalahan memperoleh pembalasan baik bagi dirinya sendiri maupun 
terhadap keluarganya. 
2. Delik atau Kejahatan 
Istilah delict atau delictum adalah suatu istilah teknis yuridis yang 
hingga sekarang ini dikalangan sarjana hukum pidana belum ditemukan 
pendapat mengenai pembakuan dalam Bahasa Indonesia. 
Mengenai strafbaarfeit ini banyak istilah yang di pakai oleh para 
sarjana hukum di antaranya ada yang menerjemahkan dengan perbuatan 
pidana, perbuatan yang dapat di hukum dan sebagainya. 
Andi Zainal Abidin Farid (1978:14) memakai istilah peristiwa 
pidana, beliau menyetujui kalau perkataan straf di terjemahkan pidana, 
karena kita berbicara dalam ruang lingkup hukum secara umum. 
Rusli Effendy (1981:45) sependapat dengan Andi Zainal Abidin 
Farid dalam pemakaian istilah peristiwa pidana, tetapi menurut beliau  
harus di artikan sebagai kata majemuk dan jangan di pisahkan satu sama 
lain, sebab kalau peristiwa saja maka dalam hal ini dapat mempunyai arti 
lain. Jadi menurut Rusli Effendy peristiwa pidana adalah suatu peristiwa 
yang dapat di kenakan sanksi atau hukuman. 
Ultrecht (1960:252), memakai istilah peristiwa pidana dengan 
merumuskan sebagai berikut: 
Suatu peristiwa hukum (recht-feit), yaitu suatu peristiwa 
kemasyarakatan yang membawa akibat yang di atur oleh hukum. 
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 Alasan Ultrecht sehingga memakai istilah peristiwa pidana karena 
peristiwa itu meliputi suatu perbuatan, atau suatu kelalaian maupun akibat 
(keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau kelalaian  itu).  
 Moeljatno (1980:54) menerjemahkan strafbaarfeit dengan 
perbuatan pidana , yang rumusan nya sebagai berikut: 
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
peraturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan 
tersebut 
 Roeslan Saleh (1983:13), memakai istilah perbuatan pidana yang 
berpendapat sebagai berikut  :  
 Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh 
masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau 
tidak dapat di lakukan. 
Simon (Rusli Effendy 1983:37), berpendapat bahwa: 
 Strafbaarfeit adalah kelakuan (hendeling) yang di ancam dengan 
pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan 
kesalahan oleh yang dilakukan oleh orang lain, yang tidak dapat di 
pertanggung jawabkan. 
Pompe (Rusli Effendy 1983:40-41), memberikan pengertian 
Strafbaarfeit ada dua segi yaitu: 
1. Dari segi teori Strafbaarfeit peristiwa pidana istilah norma 
overfreding (pelanggaran) kaedah atau gangguan hukum, yang 
di adakan karena kesalahan pelannggar, dan harus di beri 
pidana untuk mempertahankan tata hukum dan kesejahteraan 
umum. 
2. Dari hukum positif, Strafbaarfeit itu niets end ers dan een feit, 
dat ini een wettelijke bepaling als strafbaar is omachreven 
(peristiwa pidana itu ialah suatu peristiwa yang oleh undang-
undang di tentukan sebagai peristiwa yang dapat di pidana. 
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Setelah memperhatikan beberapa pendapat para ahli hukum 
tentang pengertian strafbaarfeit atau delik, baik yang menggunakan istilah 
peristiwa pidana, tindak pidana maupun yang menggunakan istilah 
perbuatan pidana beserta rumusan yang dikemukakan, bahwa antara 
pengertian tersebut tidak terdapat perbedaan yang prinsipil. Perbedaan 
hanya terletak pada istilahnya saja karena pada hakekatnya menujukkan 
pada suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau melawan 
hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat di 
pertanggung jawabkan. 
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka 
syarat untuk adanya suatu delik adalah sebagai berikut: 
a. Adanya unsur  perbuatan, yang: 
1. Dilarang dan diancam pidana. 
2. Melawan hukum (tidak ada alasan pembenaran). 
3. Tidak patut menurut pandangan masyarakat (sifat melawan hukum 
materil). 
b. Adanya unsur  pembuat, yang meliputi: 
1. Adanya kesalahan 
2. Dapat dipertanggung jawabkan (tidak ada alasan pemaaf) 
3. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu adalah keliru 
Untuk dapat mengetahui perbuatan termasuk delik atau tidak maka 
dapat dilihat atau ditinjau pada ketetapan hukum pidana yang berlaku 
secara positif dalam suatu Negara. 
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia menganut asas 
yang disebut asas legalitas (principle of legality), yaitu asas yang 
menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana harus di atur lebih dahulu 
oleh suatu aturan undang-undang atau setidak-tidaknya oleh suatu 
peraturan yang telah ada dan berlaku baginya sebelum orang dapat 
dipidana karena perbuatannya. 
Asas legalitas dalam bahasa latin berbunyi: nulum delictum nulla 
poena sine praevialege poenali, dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (1) 
KUHPidana, yang artinya tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum 
melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada 
terdahulu dari perbuatan itu. (Utrecht, 1960:332). 
Dengan demikian, dalam menentukan apakah perbuatan itu 
merupakan peristiwa pidana atau bukan, harus berpegang pada ketetuan 
apakah perbuatan itu telah  di atur sebelumnya oleh suatu undang-undang 
atau tidak sebagai peristiwa pidana. 
Jadi, dengan menghubungkan pengertian delik dengan maksud 
asas legalitas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu 
perbuatan manusia dikategorikan sebagai suatu delik apabila memenuhi 
unsur sebagai berikut: 
1. Harus ada perbuatan manusia; 
2. Perbuatan manusia itu harus sesuai dengan rumusan masalah 
pasal yang mengaturnya serta tidak di kecualikan oleh undang-
undang; 
3. Harus ada kesegajaan atau kesalahan; 
4. Dapat dipertanggung jawabkan; 
5. Harus ada ancaman pidananya dalam undang-undang; 
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3. Pencurian dan Unsur-Unsurnya. 
 Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana 
terhadap harta kekayaan orang, tindak pidana pencurian merupakan jenis 
tindak pidana yang paling banyak terjadi dibandingankan dengan jenis 
tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Jenis tindak pidana 
pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir ada 
dalam setiap daerah di Indonesia. Dalam ilmu hukum, khususnya hukum 
pidana istilah yang digunakan atau yang dipakai adalah sangat penting. 
Perbedaan sudut  pandang atau pemahaman akan penggunaan istilah 
sering menimbulkan pertentangan atau perbedaan pendapat. Mengingat 
hal tersebut, maka perlu diuraikan istilah-istilah yang digunakan sebagai 
suatu batasan atau definisi operasional yang dikemukakan oleh ahli 
hukum terkenal atau badan-badan tertentu yang telah banyak dipakai dan 
diikuti oleh sarjana-sarjana lain, baik yang berkecimpung di bidang hukum 
maupun di luar bidang hukum. Hal ini disebabkan oleh sangat luasnya hal-
hal  yang dicakup karena adanya pengklasifikasian pencurian 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 
KUHPidana. Khususnya dari segi etimologi, pencurian berasal dari kata 
“curi” yang mendapat awalan “pe”,  dan akhiran “an”. (Poerwadarminta,  
1976:217) menyatakan bahwa arti kata “curi” adalah sembunyi-sembunyi 
atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan 
pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang 
lain perbuatan yang dilakukannya itu. 
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 Pengertian pencurian dengan rumusan Pasal 362 KUHPidana, 
(Andi Hamzah, 1984:172), sebagai berikut: 
Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan hukum, di ancam karena pencurian dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima ratus 
rupiah 
 
R, Soesilo (1986:253), mengemukakan unsur-unsur dari Pasal 362 
KHUPidana  sebagai berikut: 
1. Perbuatan mengambil; 
2. Yang diambil harus sesuatu barang; 
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang 
lain; 
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk dimiliki; 
5. Secara melawan hukum; 
  
 Untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu persatu kelima unsur- 
unsur dari Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian sebagai berikut: 
1.  Mengambil 
Unsur yang pertama yaitu unsur mengambil, menurut R. Soesilo 
(1995:250), mengambil untuk dikuasai maksudnya waktu mencuri barang 
itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, apabila waktu 
mengambil barang dan barang sudah berada dalam kekuasaannya maka 
kasus tersebut bukanlah ke dalam pencurian tetapi penggelapan. 
Unsur mengambil ini mempunyai banyak penafsiran sesuai dengan 
perkembangan masyarakat. Pada awalnya, perbuatan  “mengambil” itu 
bermakna sebagai “setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan 
suatu barang ketempat lain” (M Sudrajat Bassar, 1996:30). Perbuatan 
“mengambil” pada awal nya menunjuk pada “perbuatan dengan 
15 
 
menggunakan sentuhan tangan” tetapi dalam perkembangannya, 
pengertian “mengambil” itu tidak hanya terbatas pada pengertian sebagai 
mana tersebut di atas. 
 Menurut Koster Henker (Andi Hamzah, 2010:101), dengan 
mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya 
atau sebagian kepunyaan orang lain, dan pengambilan tersebut harus 
dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik.  
 Pengertian mengambil dalam bahasa Indonesia lebih sempit di 
bandingkan dengan pengertian menurut hukum atau Pasal 362 
KUHPidana. Mengambil dalam pengertian bahasa Indonesia atau bahasa 
sehari-hari adalah tindakan atau perbuatan aktif memindahkan barang dari 
suatu tempat ke tempat lain, dari suatu penguasaan ke penguasaan yang 
lain mengambil barang tersebut, sedangkan pengertian mengambil 
menurut rumusan hukum mencakup pengertian luas, yakni baik yang 
termasuk dalam pengertian sehari-hari atau bahasa Indonesia juga 
termasuk mengambil yang dilakukan dengan jalur memindahkan.  
Menurut Sianturi (1983:294), yang dimaksud dengan pengambilan 
dalam penerapan Pasal 362 KUHPidana: 
“Memindahkan kekuasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam 
penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Pada 
pengertian ini tersirat pada terjadinya penghapusan atau peniadaan 
penguasaan nyata orang lain tersebut, namun dalam rangka 
penerapan. Pasal ini tidak diisyaratkan untuk dibuktikan.” 
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Selanjutnya beliau juga menyatakan, bahwa mengenai cara  
mengambil/pengambilan atau memindahkan kekuasaan tersebut. Garis 
besarnya dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 
1) Memindahkan suatu barang dari tempat nya semula ke tempat 
lain, dengan berpindah nya barang tersebut sekaligus juga 
berpindah kekuasaan nyata terhadap barang tersebut. 
2) Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, dalam hal 
ini karena sifat barang itu sedemikian rupa tidak selalu dapat 
dipisahkan dari yang di pisahkan. 
3) Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu 
barang saja, tetapi juga dengan ucapan atau gerakan 
mengisyaratkan bahwa barang tersebut kepunyaannya atau 
setidak-tidaknya orang menyangka demikian, dalam hal ini 
barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.  
 Pada cara pengambilan ketiga tersebut di atas, si pelaku harus 
menyadari atau menyangka bahwa barang tersebut adalah milik orang lain 
sebagian atau seluruhnya 
2. Sesuatu Barang/Benda. 
Unsur yang kedua sesuatu barang atau benda, R. Soesilo 
(1995:250), memberikan pengertian tentang sesuatu barang yang dapat 
menjadi obyek pencurian, yaitu: 
“Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk 
pula binatang (manusia tidak masuk). Misalnya uang, baju, kalung 
dan sebagainya, dalam pengertian barang termasuk pula daya 
listrik dan gas. Meskipun barang tersebut tidak berwujud, akan 
tetapi dialirkan ke kawat atau pipa oleh karena itu mengambil 
beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak 
dengan izin wanita tersebut adalah juga termasuk pencurian 
meskipun beberapa helai rambut tidak ada harganya.” 
 
Menurut ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata (Solahuddin, 2008:334) yang dimaksud dengan barang adalah 
tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. 
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Jadi, di dalam undang-undang tidak ada penggarisan batasan 
tentang barang yang menjadi objek pencurian, dalam hal ini baik barang 
bergerak, tidak bergerak/berwujud sebenarnya dapat menjadi objek 
pencurian. 
Sianturi (1983:593) memberikan pengertian sesuatu barang yang 
dapat menjadi objek pencurian yaitu: 
“Yang dimaksud dengan sesuatu barang dengan delik pencurian 
pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai 
ekonomis”.  
 
Menurut Sianturi, pengertian ini memang wajar, karena jika tidak 
ada nilai ekonomisnya sulit diterima dengan akal bahwa seseorang akan 
membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya 
bahwa yang akan diambilnya tidak mempunyai nilai ekonomis. Untuk itu 
dia ketahui pula bahwa tindakan tersebut bersifat melawan hukum. 
Pengertian ini diperkuat pula oleh Pasal 364 KUHPidana yang 
menentukan nilai ekonomisnya maksimum dua puluh lima rupiah. 
Dari kedua pendapat di atas diketahui bahwa untuk menentukan 
sesuatu barang yang dapat menjadi objek pencurian terlebih dahulu harus 
dilihat apakah barang tersebut berguna atau tidak. Dalam hal ini barang itu 
tidak selalu diisyaratkan mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi cukup bila 
barang itu mempunyai manfaat atau dihargai oleh pemiliknya. 
3. Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain 
Unsur yang ketiga sebagian atau seluruhnya milik orang lain, 
pengertiannya adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain 
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sepenuhnya, akan tetapi cukup bila barang tersebut sebagian kepunyaan 
orang lain dan sebagian lagi milik pelaku sendiri.  
Melihat uraian di atas, maka syarat untuk dipenuhinya unsur dalam 
Pasal 362 KUHPidana tersebut adalah barang tersebut haruslah barang 
milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Hal ini berarti, atas barang 
tersebut sekurang-kurangnya dimiliki satu orang  atau lebih. 
4. Dengan Maksud Memiliki 
Unsur yang ke-empat yaitu dengan maksud hendak memiliki. Unsur 
ini merupakan unsur batin atau subyektif dari si pelaku. Unsur memiliki 
adalah tujuan dari si pelaku yang tertanam dalam dirinya atau niatnya. 
Oleh karena itu perbuatan mengambil barang orang lain tanpa maksud 
untuk memiliki tidaklah dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 
KUHPidana. 
Memiliki berarti merampas sesuatu barang dari kekuasaan 
pemiliknya, agar barang tersebut di tempatkan dalam kekuasaannya 
dengan bertindak sebagaimana halnya dengan pemiliknya. Pengertian 
hendak memiliki menurut Noyon-Lengenmeyer (Wirjono Prodjodikoro, 
2010:17), adalah: “Menjelaskan suatu perbuatan tertentu, suatu niat untuk 
memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri.” 
Selanjutnya menurut pedoman dan penggarisan Yurisprudensi 
Indonesia (melalui Pustaka Mahkamah Agung RI), pengertian memiliki 
ialah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak 
atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula Wirjono Prodjodikoro 
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(2010:17) mengemukakan pendapatnya bahwa: 
“Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu 
barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan 
tertentu itu si pelaku melanggar hukum.” 
 
Dari beberapa pendapat di atas, bahwa pelaku atau pembuat harus 
sadar dan mengetahui bahwa barang-barang yang diambil nya adalah 
milik orang lain. Dengan kata lain hendak memiliki adalah terwujud dalam 
kehendak dengan tujuan utama dari si pelaku adalah memiliki barang 
tersebut secara melawan hukum. 
5. Melawan Hukum 
Unsur yang terakhir adalah unsur melawan hukum, pengertian 
melawan hukum sering digunakan dalam undang-undang dengan istilah 
perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak. Sesuai 
dengan penjelasan di dalam KUHPidana, melawan hak diartikan bahwa 
setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu 
undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku. 
Sehubungan dengan unsur melawan hukum, Andi Zainal Abidin 
Farid (2007:126) mengemukakan bahwa: 
“Niat adalah sengaja tingkat pertama, niat disini karena 
dihubungkan dengan sifat melawan hukum nya dan tidak di antarai 
dengan kata-kata maka termaksud melawan hukum objektif, bila si 
pembuat tidak mengetahui bahwa barang tersebut kepunyaan 
orang lain, maka tidaklah termasuk pencurian.” 
 
Pada bagian lain Djoko Prakoso (1988:103), mengemukakan 
bahwa: 
“Sifat melawan hukum nya perbuatan tidak dinyatakan dalam hal-
hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil 
barang itu. Kalau niat hatinya baik, misalnya barang itu diambil 
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untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak 
dilarang karena bukan pencurian. Sebaliknya jika niat hatinya itu 
jelek yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan mengacuhkan 
pemiliknya. Menurut hukum perbuatan itu dilarang, masuk ke dalam 
rumusan pencurian, sifat melawan hukumnya dari sifat batinnya 
seseorang.” 
 
Untuk menentukan ukuran apakah suatu perbuatan itu melawan 
hukum atau tidak, ada dua pendapat yang biasa dijadikan pedoman Djoko 
Prokoso (1988:118), yaitu: 
1. Pendapat yang berpendirian ajaran formil bahwa pengertian 
melawan hukum adalah apabila  suatu perbuatan telah 
mencocoki rumusan undang-undang yang menggariskan bahwa 
suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dalam hal ini 
perbuatan melawan hukum. 
2. Pendapat yang berpendirian ajaran materil bahwa perbuatan 
yang mencocoki rumusan undang-undang belum tentu bersifat 
melawan hukum, sebab hukum bukan saja terdiri dari undang-
undang, tetapi secara materil perbuatan itu tidak bertentangan 
dengan kehendak masyarakat, maka perbuatan itu tidaklah 
melawan hukum. 
 
Menurut Wirjono Prodjodikoro (2010:17), diantara unsur memiliki 
barang dengan unsur melawan hukum sebenarnya ada kontradiksi 
sebagaimana yang dikemukakannya sebagai berikut: 
“Sebenarnya antara unsur memiliki barang dengan unsur melawan 
hukum ada kontradiksi, sebab memiliki barang-barang berarti 
menjadikan dirinya sebagai pemilik. Dan untuk menjadi pemilik 
suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah 
pemilik menurut hukum, maka sebenarnya tidak mungkin orang 
memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau 
hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik 
barang.” 
 
Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur 
dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHPidana. Adapun jenis-
jenis pencurian yang diatur dalam KUHPidana adalah sebagai berikut: 
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1. Pasal  362 KUHPidana adalah delik pencurian biasa. 
2. Pasal 363 KUHPidana adalah delik pencurian dengan 
pemberatan. 
3. Pasal 364 KUHPidana adalah delik pencurian ringan. 
4. Pasal 365 KUHPidana adalah delik pencurian dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan. 
5. Pasal 367 KUHPidana adalah delik pencurian dalam kalangan 
keluarga. 
Klasifikasi pencurian menurut KHUPidana dimaksudkan untuk 
memudahkan pemberian  kategorisasi terhadap tindak pidana pencurian 
yang dilakukan  seseorang atau sekelompok orang, yang rumusan nya 
sebagai berikut: 
Ad.1. Pencurian Biasa 
Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam pasal 362 
KUHPidana yang menyatakan: 
“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau 
sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan hukum,  diancam karena pencurian, dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam 
puluh rupiah” 
 
 Untuk mengetahui lebih mendalam terhadap perbuatan yang 
dilarang dalam Pasal 362 KUHPidana ini, akan dilihat unsur-unsur Pasal 
tersebut. Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHPidana diatas, maka 
unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut: 
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a. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur: 
1. Mengambil 
2. Suatu barang 
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain 
b. Unsur Subyektif, yang meliputi unsur-unsur: 
1. Dengan maksud  
2. Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri 
3. Secara melawan hukum. 
 
 Setelah unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana diketahui, maka untuk 
melihat lebih jauh perbuatan seperti apa sebenarnya yang di larang dan 
diancam pidana  dalam pasal 362 KUHPidana tersebut. 
Ad.2. Pencurian Dengan Pemberatan 
 Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doctrinal 
disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang di 
kualifikasikan ini menunjuk pada pencurian yang di lakukan dengan cara-
cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat 
dan karena nya di ancam dengan pidana yang lebih berat pula dari 
pencurian biasa (Wirjono Prodjodikoro, 2010:19). 
  Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan  
di atur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana. Oleh karena pencurian yang 
di kualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang di lakukan dengan 
cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat 
memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana 
pencurian dengan pemberantasan harus diawali dengan membuktikan 
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pencurian dalam bentuk pokoknya. 
 Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHPidana  
ditentukan sebagai berikut: 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 
1. Pencurian ternak; 
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi,     
atau gempa laut, gunung meletus, kapal laram,kapal 
terdampar, kecelakaan, kereta apa, huru-hara, pemberontakan 
atau bahaya perang; 
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau 
dipekarangan rumah tertutup yang ada dalam rumahnya, 
dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya 
atau dengan kamauannya orang yang berhak; 
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau 
lebih 
5. Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat  
melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di 
ambil nya, di lakukan dengan membongkar, merusak atau 
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah 
palsu atau pakaiyan jabatan (seragam) palsu. 
 
Ad.3. Pencurian Ringan 
Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari 
pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan 
unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi 
diperingan. 
 Pencurian ringan di dalam KHUPidana di atur dalam ketentuan 
Pasal 364. Termasuk dalam pengertian pencurian ini adalah pencurian 
dalam keluarga (P.A.F, Lamintang 1985:155). 
Rasionya dimasukkan pencurian keluarga ke dalam pencurian 
ringan karena jenis pencurian dalam keluarga ini  merupakan delik aduan, 
dimana terhadap pelakunya hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. 
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Dengan demikian, berbeda dengan jenis pencurian  pada umumnya yang 
tidak membutuhkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Disini 
tampak, bahwa seolah-olah hukum memberikan “toleransi” atau 
“keringanan” terhadap pencurian dalam keluarga. Pencurian dalam 
keluarga di atur dalam Pasal 367 KUHPidana. Dengan demikian terhadap 
dua bentuk pencurian yang diatur dalam Pasal 364 dan 367 KUHPidana. 
1. Pencurian Ringan 
Jenis pencurian ini di atur dalam ketentuan Pasal 364 KUHPidana 
yang menyatakan: 
“perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, 
begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, 
apabila dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup 
yang ada rumahnya , jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari 
dua puluh lima rupiah, dikenai pencurian ringan , pidana penjara 
paling lama tiga bulan atau denda paling banya enam puluh 
rupiah”. 
 
Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHPidana di atas, maka unsur-
unsur dalam pencurian ringan adalah: 
a. Pencurian dalam bentuk pokoknya (Pasal 362 KUHPidana); 
b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 
bersama-sama  (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana); 
c. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar , merusak atau 
memanjat, dengan anak kunci,perintah palsu atau seragam 
palsu; 
d. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah; 
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e. Tidak dilakukan dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya; dan 
f. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua 
puluh lima rupiah. 
2. Pencurian Dalam Keluarga 
  Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHPidana 
yang menyatakan: 
(a) Jika pelaku atau pembantu dalam salah satu kejahatan dalam 
bab ini adalah suami atau istri dari orang yang terkena 
kejahatan, dan tidak terpisah meja atau tempat tidur atau 
terpisah harta kekayaan, maka terhadap pelaku atau pembantu 
itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. 
(b) Jika dia adalah suami atau istri yang terpisah meja dan tempat 
tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga 
sedarah atau semeda, baik dalam garis lurus, maupun garis 
menyimpang sampai derajat kedua, maka terhadap orang itu 
hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan dari 
yang terkena kejahatan. 
(c) Jika menurut lembaga matriarlkhal (garis keturunan ibu), 
kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak 
kandungannya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga 
bagi orang itu.  
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 Berdasarkan rumusan Pasal 367 KUHPidana di atas, maka unsur-
unsur dalam Pencurian dalam keluarga adalah: 
(a) Ditiadakan penuntutan pidana, jika pencuri adalah suami istri 
yang masih terikat dalam perkawinan dengan yang kecurian. 
(b) Dituntut pencurian keluarga sebagai delik aduan relatif, jika 
pencuri adalah: 
 Suami atau istri yang sudah terpisah meja makan dan 
tempat tidur atau terpisah harta benda menurut BW. 
 Keluarga sedarah dalam garis lurus atau garis yang 
menyimpang sampai derajat kedua. 
 Keluarga semenda dalam garis lurus atau menyimpang 
sampai derajat kedua. 
4. Pengertian Kendaraan Bermotor 
Pengertian kendaraan bermotor Indonesia, menurut Pasal 1 ayat 8 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah: 
“Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan 
oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang 
berjalan di atas rel.” 
 
Pengertian kendaraan bermotor di atas, jelaslah bahwa yang 
dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang 
mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau 
berjalan, kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang 
dan barang atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut 
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bukan yang berjalan di atas rel seperti kereta api. 
Mengingat pentingnya kendaraan bermotor dalam kehidupan 
sehari-hari, maka pabrik kendaraan bermotor semakin berkembang pesat 
khususnya setelah perang dunia kedua. Hal ini ditandai dengan tahap 
motorisasi disegala bidang. Kendaraan bermotor sebagai sarana 
transportasi atau sebagai alat pengangkutan memegang peranan penting 
dalam menentukan kemajuan perekonomian suatu bangsa. Jepang 
misalnya, negara tersebut adalah salah satu negara maju di dunia berkat 
kemajuan ilmu dan teknologinya termasuk di bidang produsen kendaraan 
bermotor, selain itu kendaraan bermotor di Indonesia merupakan lambang 
status sosial dimasyarakat. 
Sebagai wujud nyata dari keberhasilan pembangunan, masyarakat 
di Indonesia semakin hari semakin banyak yang memiliki kendaraan 
bermotor, akan tetapi dilain pihak pula ada sebagian besar golongan 
masyarakat yang tidak mampu untuk menikmati hasil kemajuan teknologi 
ini. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat, 
perbedaan semacam ini dapat mengakibatkan terjadinya berbagai macam 
kejahatan diantaranya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. 
Kejahatan ini adalah termasuk kejahatan terhadap harta yang 
menimbulkan kerugian. 
B.    Ruang Lingkup Kriminologi 
Menurut Topo Santoso (2003:23) mengemukakan bahwa: 
Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial 
sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi 
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sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh 
perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. 
Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian 
gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah 
keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-
faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan 
serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. 
Lanjut menurut Topo Santoso (2003 : 12) mengemukakan bahwa 
objek studi Kriminologi meliputi : 
1.     Perbuatan yang disebut kejahatan. 
2.     Pelaku kejahatan. 
3.    Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap 
perbuatan       maupun terhadap pelakunya. 
Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru 
dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari 
masyarakat. Untuk lebih jelasnya akan diterankan sebagai berikut : 
1.    Perbuatan yang disebut kejahatan 
a.  Kejahatan dari segi Yuridis 
Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari 
adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat 
merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, penipuan dan 
lain sebagainya yang dilakukan manusia, sebagaimana yang 
dikemukakan Rusli Effendy (1978:1) : Kejahatan adalah delik hukum 
(Rechts delicten) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak 
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ditentukan dalam Undang-Undang sebagai peristiwa pidana, tetapi 
dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. 
Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana 
yang telah diatur dalan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(Selanjutnya di singkat KUUHPidana) ,yang dinyatakan didalamnya 
sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh J.E. Sahetapy (1989:110), 
bahwa : Kejahatan, sebagaimana terdapat dalam Perundang-Undangan 
adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum 
publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh 
Negara. 
Moeliono (Soedjono Dirdjosisworo, 1976:3) merumuskan kejahatan 
adalah “pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut 
ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak 
boleh dibiarkan.” 
Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland (Topo Santoso,2003:14): 
Bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah pelaku yang dilarang oleh negara 
karena merupakan  perbuatan yang merugikan bagi negara dan terhadap 
perbuatan itu negara beraksi dengan  hukum sebagai upaya pamungkas. 
J.E Sahetapy (1989:11) memberikan batasan pengertian kejahatan 
sebagai berikut “Kejahatan sebagaimana terdapat dalam Perundang 
Undangan adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian yang dilarang oleh 
hukum publik untuk melindungi diberi sanksi berupa pidana oleh Negara”. 
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Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan 
yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum 
pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.  
b.  Kejahatan dari segi Sosiologis 
Menurut Topo Santoso (2003:15) bahwa : secara sosiologi 
kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh 
masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku 
yang berbeda-beda akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu 
yang memiliki pola yang sama. 
Sedangkan menurut R. Soesilo (1985:13) bahwa : Kejahatan dalam 
pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, 
walaupun  tidak atau bukan ditentukan dalam Undang-Undang, karena 
pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan 
bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat. 
2.    Pelaku Kejahatan 
Gejala yang dirasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam 
proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang 
mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan 
dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan. 
Dalam khasanah terminologi orang tidak akan melupakan seorang 
sarjana bernama Cesare Lambrosso(1835-1909). Ia merupakan orang 
pertama yang meletakkan metode ilmiah dan mencari penjelasan tentang 
sebab kejahatan serta melihatnya dari banyak faktor. 
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Penjahat merupakan para pelaku palanggar hukum pidana dan 
telah diputus  oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. 
Sedangkan menurut Garofalo (W.A. Bonger, 1982:82) bahwa: 
Para pelaku kejahatan biasanya dikarenakan bukan karena 
pembawaan tetapi karena kecenderungan,kelemahan,hawa nafsu 
dan karena kehormatan atau keyakinan. 
 
C. Teori  Mengenai Faktor Penyebab terjadinya Kejahatan atau Delik 
 
Dalam menemukan faktor penyebab terjadi nya kejahatan adalah di 
sebabkan oleh keadaan masyarakat. Mereka menganggap bahwa 
kejahatan tersebut ada karena pengaruh atau faktor kemiskinan 
(ekonomi), lingkungan sangat buruk, dalam keadaan yang sangat buruk 
itu manusia menjadi egois. 
Seiring dengan hal tersebut diatas, menurut Sutherland dan 
Cressey (Abdulsyani, 1987:44) bahwa: Kejahatan adalah hasil dari faktor-
faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Dan bahwa faktor-
faktor dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak disusun menurut ketentuan 
yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain 
untuk menerangkan kelakuan criminal memang tidak ada teori ilmiah. 
Kaitan tersebut, Sahetapaty (1981:7) dalam mencari usaha 
timbulnya kejahatan memberikan pedoman dengan mengemukakan 
bahwa : untuk menganalisa kejahatan di Indonesia apakah menyangkut 
kuasanya, dampak atau hubungan adil antara sipelaku kejahatan dengan 
sikorban kejahatan harus berpangkal dan berlatar belakang keadaan 
sosial, budaya dan struktural masyarakat Indonesia. Jadi ada berapa 
32 
 
faktor penyebab terjadinya kejahatan yang sangat berpengaruh adalah 
sebagai berikut:  
1. Faktor Kejiwaan 
Orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk 
bernuat anti sosial. Selanjutnya masalah emosional erat hubungannya 
dengan masalah sosial yang dapat ,mendorong seseorang untuk 
melakukan perbuatan jahat. Apabila orang tidak mampu mencapai 
keseimbangan atara emosi dan kehendak masyarakat dalam hal demikian 
maka orang itu akan semakin jauh dari kehidupan masyarakat umum. 
Sehingga semakin lama semakin tertekan karena kehendak sulit untuk 
dicapai. 
Sejumlah faktor kejiwaan tertentu memainkan peranan penting 
yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan tetapi tidak 
selamanya kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang yang menderita sakit 
jiwa. Itu berarti faktor kejiwaan merupakan penyebab umum dari setiap 
kejahatan. 
2. Faktor Lingkungan 
Pembentukan tingkah laku seseorang disamping dipengaruhi oleh 
lingkungan pergaulan sehari-hari tempat seseorang tinggal termasuk pula 
lingkungan kerja (tempat kerja). Hubungan tersebut, Gerson. W. 
Bewengan (1977:90) mengemukakan bahwa : Lingkungan keluarga 
merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan 
sehari-hari, lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai 
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permulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas, 
selain faktor tersebut juga faktor lingkungan sehari-hari, A.S. Alam 
(1987:21) yang mengatakan bahwa orang menjadi jahat karena itu lebih 
bergaul dalam waktu yang lama dengan penjahat sehingga nilai-nilai yang 
dimiliki penjahat itu dituruti, dengan nilai-nilai yang baik dimasyarakat luas 
tidak lagi diindahkan.  
A.Lacasannge (Bonger, 1982:76) adalah seorang guru besar dalam 
ilmu kedokteran di perguruan tinggi Lion, beliau berpendapat bahwa 
sebab terjadinya atau faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah tidak 
lain dari keadaan sosial disekeliling manusia. Keadaan sosial atau 
lingkungan adalah suatu pembenih kejahatan. 
3. Faktor Ekonomi 
Faktor ekonomi banyak mempunyai hubungan dengan kejahatan 
seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya. 
Namun demikian faktor ini pun tidak menutup kemungkinan mempunyai 
pengaruh sebagai faktor pengangguran ketidak adilan penyebaran 
pendapatan dan kekayaan yang terdapat  dalam masyarakat. Hal ini di 
akui oleh Bonger (1982:32) beliau berpendapat bahwa memang benar 
bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan. 
Namun, harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan 
sebahagian dari faktor-faktor lain juga memberikan peransang dan 
mendorong kearah kriminalitas.  
Bewengan (1977:110) berpendapat bahwa latar belakang ekonomi 
34 
 
kiranya lebih terarah pengaruhnya terhadap kejahatan yang menyangkut 
harta benda.Kesulitan ekonomi utamanya yang kondisi ekonominya buruk, 
apabila harga tiba-tiba naik jangkauan ekonomi menjadi lemah ditambah 
lagi jumlah tanggungan keluarga besar  dan sebagainya, yang pada 
gilirannya akan mempengaruhi standar hidup yang menjadi lemah hal ini 
akan menyebabkan timbulnya kejahatan sebagai jalan keluar. 
4.Faktor Pendidikan 
Faktor pendidikan di pandang sangat mempengaruhi diri individu 
baik keadaan jiwa, tingkah laku dan terutama pada tingkat intelegensi 
kejahatan sering dilambangkan karena pendidikan yang rendah dan 
kegagalan dalam sekolah juga dikembangkan kepada pendidikan keluarga 
yang miskin. Kaitan nya dengan kejahatan tersebut, Sutherian dan 
Cressey. W Bawengan,(1977:103) yang menyatakan bahwa: Kejahatan 
dan kenakalan dapat pula merupakan akibat dari pada kurangnya 
pendidikan dan kegagalan-kegagalan lembaga pendidikan yang sama hal 
dengan kegagalan yang disebabkan kondisi lingkungan keluarga. 
Selanjutnya Bewengan (1977:32), menyatakan bahwa: 
Memang benar bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh 
terhadap kejahatan, namun harus diperhatikan bahwa kondisi 
ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari sejumlah faktor-faktor 
lain yang juga member perangsangan dorongan kearah 
kriminalitas. 
 
Melihat dari beberapa salah satu faktor yang menimbulkan 
kejahatan, bahwa salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya 
kejahatan, yaitu faktor lapangan kerja, menyebabkan timbulnya 
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pengangguran. Berhubungan dengan sempitnya lapangan pekerjaan 
untuk menampung para penganggur, maka sering terjadi gangguan 
keamanan, terutama tidak terjaminya ketenangan hak milik seseorang. 
Dengan pengangguran yang tinggi di mungkinkan terjadinya berbagai 
macam kejahatan, misalnya pencurian, penipuan, pembunuhan, dan 
sebagainya. 
D. Teori-Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan 
 
Kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat 
di seluruh Negara semejak dahulu dan pada hakikat nya merupakan 
produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut  
pelanggaran dari norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-
norma agama, norma moral hukum. Norma hokum pada umum nya di 
rumuskan dalam undang-undang yang di pertanggung jawab kan aparat 
pemerintah untuk menegakkan nya, terutama kepolisian, kejaksaan dan 
pengadilan. Namun, kejahatan langsung menganggu keamanan  dan 
ketertiban masyarakat, maka wajarlah, bila semua pihak baik pemerintah 
maupun  warga masyarakat, karena setiap orang mendambakan 
kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. 
Menyadari tinggi nya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau 
tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi 
terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikat nya berkaitan 
dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan 
tersebut. 
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Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan semua pihak, 
baik pemerintah maupun masyarakat pada umum nya. Berbagai program 
serta kegiatan yang telah di lakukan sambil terus mencari cara yang paling 
tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. 
Seperti di kemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey (Ramli 
Atmasasmita 1983:66) yang mengemukakan bahwa dalam crime 
prevention dalam pelaksanaan nya ada buah metode yang di pakai untuk 
mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu: 
1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan 
Merupakan suatu cara yang di tunjukan kepada pengurangan 
jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu 
pembinaan yang di lakukan secara konseptual. 
2. Metode untuk mencegah the first crime 
Merupakan satu cara yang di tunjukan untuk mencegah 
terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang di 
lakukan oleh seseorang dan metode ini juga di kenal sebagai 
metode prevention (preventif). 
Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya 
penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus 
berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan 
bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan. 
Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan 
secara preventif dan refresif. 
a. Upaya preventif  
Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk 
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mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. 
Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik 
penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam 
krimonologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan 
dan arahkan agar tidak terjadi kejahatan ulangan.  
Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya 
preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan 
ekonomis. 
Barnest dan Teeters (Ramli Atsasmita,1983:79) menunjukan 
beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu : 
1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk 
mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau  tekanan-tekanan 
sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku 
seseorang kearah perbuatan jahat. 
2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukan 
potensialitas criminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut 
disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang 
pendapatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat 
merupakan suatu kesatuan yang harmonis. 
Dari pendapatan Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukan  
bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau 
keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi sosial yang 
mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat 
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dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan 
ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor –faktor  biologis ,psikologis, 
merupakan faktor  yang sekunder saja. 
Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan 
sesuatu  usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu 
kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang 
menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya 
seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong 
timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana 
meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamana dan 
ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Dan tekanan ekonomi 
yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang kearah perbuatan 
jahat. 
b. Upaya represif 
Upaya refresif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan 
secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya 
kejahatan.Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk 
menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta 
memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang 
dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan 
merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengalanginya dan orang 
lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan 
ditanggungnya sangat berat.Dalam membahas sistem represif, tentunya 
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tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem 
peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu 
kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan pengacaraan, 
yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan 
secara fungsional. 
Upaya represif dalam pelaksanaannya  dapat dilakukan pula 
dengan metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment). 
Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini : 
1) Perlakuan (treatment) 
Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan 
perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitik 
beratkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam 
bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat 
yang ditimbulkan. 
Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani 
(1987:139) yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya 
suatu perlakuan, yaitu : 
a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya 
perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang 
belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu 
penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha 
pencegahan. 
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b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, 
artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu 
hukum terhadap si pelaku kejahatan. Adapun yang diharapkan 
dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tangggapan baik 
dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. 
Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar 
dapat kembali bergaul didalam masyarakar seperti sedia kala. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua 
tujuan pokok ,  yaitu sebagai  upaya pencegahan dan penyadaran 
terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk 
lagi dimaksudkan agar  sipelaku kejahatan ini dikemudian hari tidak lagi 
melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelangggaran-pelanggaran yang 
mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah. 
2) Penghukuman (punishment) 
Jika ada pelanggaran hukum yang tidak memungkinkan untuk 
diberikan perlakuan (treatment), mungkin karena kronisnya atau 
terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu 
diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan 
dalam hukum pidana. 
Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem permasyarakatan, 
bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka  
dengan sistem permasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar 
hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan)  
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dengan  berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan. 
Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo 
mengemukakan seperti yang dikutip oleh Abdulsyani (1987:141) sebagai 
berikut : 
Menyatakan bahwa tujuan dari permasyarakatan yang 
mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang di ayomi 
terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga 
orang-orang yang menut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh 
pohon beringin yang diberikan bekal hidup kaula yang berfaedah 
didalm masyarakat Indonesia. 
 
Jadi dengan sistem permasyarakatan, disamping narapidana harus 
menjalani hukumannya dilembaga permasyarakatan, mereka pun dididik 
dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar 
menjadi orang yang berguna didalam masyarakat dan bukan lagi menjadi 
seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala 
perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan 
masyarakat, sehinggga  kehidupan yang mereka jalani setelah mereka 
keluar dari penjara lebih baik karena kesadaran mereka  untuk melakukan 
perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat disekitar 
dia bertempat tinggal. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian yang dilakukan ini berlokasi di Kabupaten Konawe yang 
merupakan kabupaten dari provinsi Sulawesi Tenggara khususnya pada 
kantor Kepolisian Polres Konawe, Pengadilan Negeri Unaaha, Lembaga 
Pemasyarakatan dan Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT). 
Kabupaten Konawe ibukotanya Unaaha, 73 km dari Kota Kendari, secara 
geografis terletak di bagian Selatan Khatulistiwa, melintang dari Utara ke 
Selatan antara 020 45’ dan 040 15’ lintang Selatan, membujur dari Barat ke 
Timur antara 1210 15’ dan 1230 30’ bujur Timur. 
- Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Sulawesi 
Tengah 
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda dan Laut 
Maluku 
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Konawe 
Selatan 
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kolaka 
 
Luas wilayah daratan Kabupaten Konawe, 666,652 Ha atau 17,48 
persen dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Sedangkan luas 
wilayah perairan laut (termasuk perairan Konawe Selatan dan Kabupaten 
Konawe Utara) ±11.960 Km² atau 10,87 persen dari luas perairan 
Sulawesi Tenggara. 
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Luas wilayah Kecamatan sangat beragam. Kecamatan Routa 
merupakan wilayah kecamatan yamg terluas yaitu : 218.858 Ha 
sementara Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan 
Konawe (pemekaran Kecamatan Wawotobi) luasnya 1.782 Ha atau 
masing-masing 32,83 persen dan 0,27 persen terhadap luas wilayah 
Kabupaten Konawe.  
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun metode penelitian yang dapat di pergunakan untuk 
memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut: 
a. Data Primer 
Adalah data yang di peroleh dari objek lapangan (Field Research). 
Yaitu penelitian di lakukan dengan cara mengambil data dari instansi 
berwenang dalam penulisan. 
b. Data sekunder 
Adalah data yang di peroleh dari bahan-bahan yaitu penelitian 
kepustakaan (Library Research), yaitu dimana dengan membaca buku-
buku/literatur yang ada hubungannya dengan objek yang dimaksud sesuai 
dengan judul skripsi ini kemudian membandingkan antara satu dengan 
yang lain dan dari hasil perbandingan itulah ditarik kesimpulan sebagai 
bahan kajian. 
C. Teknik pengumpulan Data  
Metode penelitian skripsi ini dengan megadakan penelitian dua cara yaitu: 
a. Observasi 
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Yakni pendekatan dan permasalahan, untuk mengetahui sejauh 
mana delik pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten 
Konawe. 
b. Interview (wawancara) 
Mengadakan wawancara langsung terhadap beberapa pihak, baik 
yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat langsung, di samping 
data dari kepolisian Kabupaten Konawe. 
D. Analisis Data 
Data yang di peroleh sebagaimana tersebut, agar menjadi sebuah 
karya ilmiah (skripsi) yang terpadu dan sistematis, di hubungkan dengan 
teori kemudian di analisis secara kualitatif dan dideskripsikan dengan 
jalan menguraikan dan mengambarkan permasalahan yang berhubungan 
dengan masalah ini. 
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BAB IV 
    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Perkembangan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di 
Kabupaten Konawe 
Tindak kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor sudah 
menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup menonjol di Kabupaten 
Konawe. Hal tersebut dikarenakan semakin beraninya pelaku pencurian 
kendaraan bermotor dalam melakukan aksinya tidak peduli siang atau 
malam.  
Berikut penulis akan memaparkan data pencurian kendaraan 
bermotor di Kabupaten Konawe yang terdiri dari data jumlah kasus yang 
dilaporkan dan kasus yang diselesaikan sebagaimana yang penulis 
dapatkan dari hasil penelitian di POLRES Konawe yang dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini: 
                                          Tabel 1  
Jumlah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kabupaten 
Konawe  
Tahun 2008-2012 yang Dilaporkan dan Kasus yang selesai 
No Tahun Jumlah Laporan Kasus yang Selesai Persentase (%)  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
10 
15 
22 
19 
33 
8 
10 
13 
10 
20 
9,3% 
15,8% 
23% 
20,2% 
31,6% 
  
Jumlah 99 61 100%   
   Sumber Data : Kabupaten Konawe tahun 2013 
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Tabel 1 di atas menunjukkan jumlah kasus pencurian kendaraan 
bermotor di Kabupaten Konawe yang dilaporkan dan kasus yang selesai, 
selama 5 tahun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Apabila diuji 
maka dapat dijabarkan bahwa pada tahun 2008 sebanyak 10 kasus yang 
dilaporkan dan yang diselesaikan 8 kasus atau hanya sekitar 9,6%, pada 
tahun 2009 sebanyak 15 kasus dan yang diselesaikan 10 kasus atau 
hanya sekitar 15,8%, pada tahun 2010 sebanyak 22 kasus yang 
dilaporkan dan yang diselesaikan 13 kasus atau sekitar 10%, pada tahun 
2011 sebanyak 19 kasus yang dilaporkan dan yang diselesaikan 10 
kasus atau hanya sekitar 20,2% dan pada tahun 2012 sebanyak 33 
kasus dan yang diselesaikan 20 kasus atau hanya sekitar 31,6%.  Dapat 
dilihat dari kedua kolom di atas bahwa ada perbedaan signifikan antara 
jumlah kasus yang dilaporkan dan yang dapat diselesaikan, yang dapat 
diselesaikan tidak ada yang lebih dari 20% dari jumlah kasus yang 
dilaporkan tiap tahunnya.  
Menurut Bripka Yudi (wawancara 25 Juni 2013) ada beberapa 
kendala yang membuat beberapa kasus pencurian kendaraan bermotor 
yang dilaporkan tidak dapat terselesaikan, diantaranya: 
a. Tersangka tidak diketahui keberadaannya. 
b. Perkara tersebut belum dapat dibuktikan oleh penyidik. 
c. Perkara tahun sebelumnya masih berjalan dan belum selesai. 
Dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian belum maksimal dalam 
menyelesaikan laporan masyarakat, padahal polisi sebagai salah satu 
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instrumen pertama dalam mengungkap kasus-kasus pencurian kendaraan 
bermotor sangat diharapkan dapat menjalankan atau melaksanakan tugas 
yang diamanahkan guna lebih meminimalisir lagi tindakan pencurian 
kendaraan bermotor di Kabupaten Konawe. 
Untuk penelitian lebih lanjut penulis telah mewawancarai 10 
narapidana kasus pencurian kendaraan bermotor khususnya kasus  
kejahatan pencurian sepeda motor mengenai usia pelaku pencurian di 
Kabupaten Konawe yaitu: 
Tabel 2 
Usia Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di 
Kabupaten Konawe Tahun  2008-2012 
No. Usia Pelaku Frekuensi  Persentase (%) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
10-15 
16-20 
21-33 
34-50 
>51 
2 
5 
8 
4 
1 
10% 
25% 
40% 
20% 
5% 
 Jumlah 20 100% 
      Sumber data : Rumah Tahanan Klas IIB 2013 
Tabel di atas menunjukkan bahwa yang paling banyak melakukan 
pencurian kendaraan bermotor adalah pelaku yang berumur antara 21-33 
tahun, mencapai 40 %. Hal ini  disebabkan karena pada umur-umur yang 
demikian itu pemikiran masih banyak dipengaruhi oleh lingkungan, 
perubahan-perubahan sosial dan perkembangan masyarakat sehingga 
mereka tidak dapat mengendalikan diri dan melakukan suatu kejahatan 
seperti pencurian kendaraan bermotor. 
Sehubungan dengan usia pelaku, manusia sejak kecil hingga lanjut 
usia selalu mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan baik 
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jasmani maupun mental. Untuk itu di dalam perkembangan umur ini 
penyelidikan kriminologi juga mencari jawaban apakah perihal umur ada 
hubungannya dengan kejahatan pencurian. Hasil penyelidikan para 
sarjana terbukti bahwa pada tiap-tiap tingkatan umur mempunyai 
perubahan-perubahan dan perkembangannya masing-masing. 
Menurut ilmu jiwa ada suatu keseimbangan dalam tiap-tiap 
tingkatan umur. Apabila keduanya itu seimbang maka tidak akan terjadi 
sesuatu yang negatif, begitu pula sebaliknya jika keseimbangan itu tidak 
dapat dikendalikan maka pada saat itulah akan terjadi penyimpangan 
karena keinginan tidak tercapai. Sehubungan dengan hal tersebut maka 
usia mempengaruhi cara berpikir untuk melakukan sesuatu, karena usia 
yang masih muda/belum matang cara berpikirnya sehingga perbuatan-
perbuatannya terkadang menyimpang atau melanggar hukum karena ingin 
memiliki sesuatu tetapi belum mampu untuk mendapatkannya sebab 
dipengaruhi oleh pendapatan yang rendah, kedudukan dalam masyarakat 
rendah sehingga keinginannya sulit terpenuhi. Usia yang masih muda 
apabila keinginannya tidak terpenuhi maka mereka akan mengambil jalan 
pintas yakni melakukan kejahatan pencurian. Hal ini sesuai dengan hasil 
penelitian penulis dimana kebanyakan pelaku pencurian yang masih 
dalam usia muda melakukan pencurian bersama-sama dengan temannya 
dengan niat untuk memiliki motor tanpa disertai dengan niat untuk menjual 
motor tersebut. 
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B. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor 
Roda dua 
Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi 
oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang 
dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan 
pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. 
Untuk masyarakat seperti Kabupaten Konawe status sosial 
seseorang itu ditentukan oleh banyak faktor diantaranya ekonomi, 
pendidikan, lingkungan,  dan lain-lain sebagainya. Begitupula status sosial 
ini ditentukan oleh stratifikasi sosial yang beraspek vertikal di bidang 
ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka faktor-faktor 
yang mempengaruhi terjadinya pencurian kendaraan bermotor antara lain: 
a. Faktor Ekonomi  
Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam 
kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana 
pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang 
melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak 
mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. 
Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi 
kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak 
keluarganya yang sedang sakit, maka sesorang dapat berbuat nekat 
dengan melakukan tindak pidana pencurian. 
Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebakan ia 
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sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan 
keluarganya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa 
gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tua (pada 
umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak maupun anak-
anaknya, dalam keadaan sakit keras. Memerlukan obat, sedangkan uang 
sulit di dapat. Oleh karena itu, maka seorang pelaku dapat termotivasi 
untuk melakukan pencurian. 
Faktor dikemukakan karena sesuai dengan hasil wawancara 
penulis terhadap beberapa narapidana kasus pencurian kendaraan 
bermotor di Lembaga Rumah Tahanan Klas II Konawe, perhitungan 
pendapatan pelaku curanmor penulis ukur dengan mengakumulasikan 
jumlah pendapatan dari 10 narapidana yang telah diwawancarai, dimana 
tingkat pendapatan dibagi atas 3 yakni rendah, sedang dan tinggi. 
Tingkatan pendapatan rendah yaitu Rp. 250.000/bulan diambil sebagai 
dasar tingkatan dimana angka tersebut mendekati angka pendapatan 
terendah dari keseluruhan sampel narapidana yang diwawancarai yaitu 
Rp.200.000/bulan, sedangkan tingkat pendapatan tinggi adalah 
Rp.900.000/bulan, dimana pendapatan tersebut mendekati angka 
pendapatan tertinggi dari keseluruhan sampel narapidana yang 
diwawancarai yakni Rp.850.000/bulan.  
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Berikut hasil data yang penulis gambarkan dengan tabel : 
                                  Tabel 3 
Tingkat Pendapatan Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Roda 
Dua di Kabupaten Konawe Tahun 2008-2012 
No. Tingkat Pendapatan Frekuensi Persentase 
1. 
 
2. 
 
3 
Rendah ( ≤ 250.000) 
 
Sedang ( 251.000-900.000) 
 
Tinggi (≥ 900.000) 
16 
 
4 
 
- 
 
80% 
 
20% 
 
- 
 Jumlah 20 100% 
Sumber Data : Rumah Tahanan klas IIB Unaaha 
Tabel 3 menggambarkan bahwa tingkat pendapatan pelaku 
pencurian kendaraan bermotor yang paling banyak adalah yang 
dikategorikan dalam tingkat berpendapatan rendah, pendapatannya 
sekitar kurang dari Rp. 250.000 per bulan sebanyak 16 orang atau 80% 
sedangkan yang berpendapatan sedang antara Rp. 251.000 s/d Rp. 
900.000 per bulan mencapai 4 orang atau sekitar 20%. Golongan pelajar 
juga penulis masukkan kedalam kategori penghasilan rendah karena 
mereka tetap dikategorikan berpenghasilan, karena masih bergantung 
pada orang tua dan masih mendapatkan uang jajan yang jumlahnya tidak 
lebih dari 200.000/bulan. 
Data tersebut menunjukkan bahwa para pelaku kebanyakan yang 
berpenghasilan rendah yaitu mencapai 80%, ini jelas menunjukkan bahwa 
faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap pencurian kendaraan 
bermotor. 
Hal ini berkaitan erat dengan faktor pekerjaan, dari hasil kuesioner 
yang penulis bagikan di lingkup Pengadilan Negeri Konawe menunjukkan 
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bahwa pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat di tiap 
tahunnya disebabkan oleh perkembangan peningkatan ekonomi dan 
kurangnya lapangan kerja yang tersedia di masyarakat maupun lapangan 
kerja yang diciptakan oleh pemerintah. Dapat dibuktikan dengan melihat 
data para pelaku pencurian kendaraan bermotor kebanyakan tidak 
mempunyai pekerjaan tetap sehingga penghasilannya tidak menentu, 
berbanding terbalik dengan tingkat kebutuhan hidup yang semakin hari 
semakin tinggi. Belum lagi dengan mereka yang telah berkeluarga, 
tekanan-tekanan akan selalu timbul dalam keluarganya, sehingga 
terpaksa melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan untuk menghidupi 
keluarganya. 
Contoh kasus yang dapat penulis paparkan dari hasil wawancara 
dengan seorang narapidana di Rumah Tahanan klas IIB Konawe yang 
bernama Adi, buruh (35 tahun) yang juga seorang residivis pencurian 
kendaraan bermotor mengaku mencuri kendaraan bermotor dengan niat 
untuk dijual dan uangnya untuk membiayai istri dan 5 orang anaknya. Ia 
sempat mengalami frustasi akibat tidak ada satupun tempat yang 
didatanginya mau mempekerjakannya, oleh karena itu ia nekat seorang 
diri untuk mencuri motor. Ferdy ditangkap saat membawa lari motor 
seorang warga di Desa Palarahi Kec.Abuki 
Adapun Risman  (31 tahun) yang dulunya bertani di ladang milik 
orang lain. Setelah kehilangan pekerjaan dan ia yang hanya lulusan SD 
tidak berhasil menemukan pekerjaan baru, untuk membiayai keluarganya 
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ia terpaksa melakukan pencurian motor untuk pertama kalinya seorang 
diri. 
b. Faktor Pendidikan 
Sesuai dengan hasil penelitian penulis, pendidikan juga 
berpengaruh terhadap terjadinya pencurian kendaraan bermotor, dimana 
tingkat pendidikan pelaku rata-rata hanya tamat sekolah dasar. Dapat 
dilihat pada tabel berikut ini: 
           Tabel 4 
Tingkat Pendidikan Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor 
Roda Dua di Kabupaten Konawe Tahun 2008-2012 
No. Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase(%) 
1. 
2. 
3. 
4. 
SD 
SMP 
SMU 
PT 
5 
12 
3 
- 
26% 
60% 
15% 
- 
 Jumlah  20 100% 
      Sumber Data :Rumah Tahanan klas IIB Konawe, 2013 
Tabel 4 menggambarkan bahwa faktor pendidikan juga 
berpengaruh terhadap pencurian kendaraan bermotor, sebagaimana tabel 
di atas pelaku pencurian kendaraan bermotor yang berpendidikan rendah 
mencapai 5 orang atau 26% yang tamat SD, kemudian yang 
berpendidikan SMP sebanyak 12 orang atau 60% dan yang berpendidikan 
SMU sebanyak 3 orang atau 15%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 
pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan 
dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa dan bersikap 
rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap 
pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan 
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utamanya pencurian kendaraan bermotor. Dengan pendidikan yang minim 
pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga 
pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku 
yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat. 
Memang jika berbicara tentang pendidikan dikaitkan dengan 
kejahatan mungkin banyak permasalahan yang akan muncul, oleh karena 
itu penulis batasi seperti pendidikan yang kurang berhasil adalah dari 
pelaku yang relatif pendidikan rendah, maka akan mempengaruhi 
pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan yang dimiliki sehingga 
pelaku pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Konawe 
pada umumnya adalah buruh yang pekerjaannya tidak tetap. Hal itu 
disebabkan karena pendidikan yang rendah, sehingga kurangnya 
kreatifitas dan berhubungan dengan kurangnya peluang lapangan kerja. 
Bekal pendidikan yang baik ada kemungkinan dapat mencegah 
tingkah laku jahat karena faktor pendidikan ini penulis anggap penting 
disoroti karena menurut salah satu petugas lapangan Rumah Tahanan 
Klas IIB Konawe bagian pembinaan mengatakan bahwa sebagian besar 
pelaku pencurian kendaraan bermotor yang ada dalam Rumah Tahanan  
adalah mereka yang tergolong dalam  pendidikan minim (rendah). 
Sehubungan dengan pendidikan yang minim itu maka pola pikir 
mereka mudah terpengaruh karena kadang-kadang mereka bisa 
mengekspresikan tingkah laku yang tidak baik lewat perbuatan yang 
merugikan masyarakat. 
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Jadi melalui bekal pendidikan yang diperoleh dengan baik dapat 
merupakan proses pembentukan nilai-nilai atau perilaku mereka. Memang 
jika faktor pendidikan dikaitkan dengan latar belakang kejahatan yang 
dilakukan itu rata-rata yang berpendidikan rendah yang berpendidikan 
sekolah dasar yang banyak melakukan kejahatan pencurian kendaraan 
bermotor. 
c. Faktor Lingkungan 
Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh 
lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti 
dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap 
kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud 
adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. 
Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah 
satu penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Hal itu 
menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, 
watak, serta kepribadian seseorang. Hal ini dapat dilihat pada kasus 
kenakalan remaja dimana penulis berhasil mewawancarai 4 pelajar SMP 1 
Unaaha  yang menjadi pelaku pencurian kendaraan bermotor  sebab 
faktor kenakalan tak terkontrol yang menyebabkan mereka mencoba-coba 
untuk melakukan kriminal. 
Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh 
lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan 
mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka 
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melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan 
dipengaruhinya. 
Hal lain yang menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan 
bermotor adalah kurangnya tukang parkir di tempat-tempat yang wajar 
ada tukang parkir, begitu pula kurang hati-hatinya para pemilik kendaraan 
untuk memarkir kendaraannya dan tidak dilengkapi dengan kunci-kunci 
pengaman seperti slop di standar serta kunci di ban depan. 
d. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum 
Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai 
hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor yang mendapat hukuman yang terlalu 
ringan. Dan akibatnya begitu keluar dari lembaga permasyarakatan maka 
pelaku mengulangi perbuatan jahat tersebut, menurut hasil wawancara 
penulis dengan 10 narapidana kasus kejahatan pencurian sepeda motor di 
Rumah Tahanan, setidaknya ada 4 orang yang merupakan residivis dari 
kasus pencurian sepeda motor. Sekali lagi penulis mengemukakan bahwa 
dalam hal ini, masalah keterampilan dan kesadaran yang tidak dimiliki 
sehingga menyebabkan kejahatan pencurian itu dianggap sebagai 
pekerjaan utama untuk menghidupi keluarganya. 
C. Upaya Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor 
Usaha penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah 
dan mengurangi kasus pencurian kendaraan bermotor serta peningkatan 
penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan 
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pada represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif 
disamping peningkatan kegiatan lainnya. Kejahatan pencurian kendaraan 
bermotor dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan tidak boleh 
dibiarkan merajalela, lebih-lebih kalau akibatnya sangat memprihatinkan 
atau sangat membahayakan masyarakat. Untuk melenyapkan sama sekali 
kejahatan pencurian ini hanya merupakan khayalan belaka, sebab selama 
masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan 
yang berbeda, maka sebelum itu pula masih ada namanya kejahatan 
pencurian. 
Sekalipun demikian maka tetap diadakan upaya-upaya untuk 
mengurangi atau menekan laju perkembangan pencurian kendaraan 
bermotor Kabupaten Konawe, sebagai unsur utama sistem peradilan 
pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, 
polisi bertanggungjawab terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh 
sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam 
mencegah dan menanggulangi kejahatan, meningkatnya angka statistik 
kejahatan untuk sebagian besar merupakan tanggung jawab POLRI serta 
besar kemungkinan untuk berusaha mengatasinya. Lebih lanjut lagi 
Soerjono Soekanto (1987:42-43) menegaskan bahwa untuk menentukan 
titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian 
maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut: 
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1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan 
lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk 
dikoordinasikan dalam rangka peningkatan. 
2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan 
pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka 
penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, 
pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses 
penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai 
pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para 
tersangka di luar daerah. 
3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; 
publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang 
peningkatan peran serta melalui media cetak dan media 
eletronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan 
operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan 
bahan-bahan laporan akhir tugas. 
Seluruh kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan berlanjut 
guna melaksanakan tugas menurut cara tindakan yang terbaik, namun 
dalam petunjuk pelaksanaan sistem operasional POLRI dinyatakan bahwa 
apabila dilakukan pentahapan maka diadakan pentahapan berdasarkan 
waktu bukan pentahapan yang mengedepankan fungsi teknis atau bentuk 
kegiatan secara kaku. 
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a. Upaya Preventif 
Dimaksud dengan upaya preventif adalah usaha untuk 
mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar 
usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat 
misalnya diaktifkan karang taruna, remaja mesjid, olah raga dan lain 
sebagainya. 
Usaha melakukan tindakan pencegahan dari berbagai pihak 
dianggap turut memegang peranan penting agar hasil dan tujuan yang 
diharapkan dapat tercapai baik secara langsung maupun tidak langsung 
dan turut bertanggung jawab dalam usaha pencegahan pencurian 
kendaraan bermotor itu adalah pemerintah dan masyarakat. 
Menurut Bripka Yudi, (dalam wawancara pada tanggal 27 Juni 
2013), tentang upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain 
sebagai berikut:  
1. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya 
saling menjaga dan saling melindungi antar warga. 
2. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri 
dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana 
pencurian kendaraan bermotor. 
3. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi 
tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dihimbau agar 
segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. 
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4. Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik 
kendaraan bermotor) supaya menggunakan kunci pengaman 
atau alarm. 
5. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama 
setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi 
dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh 
polisi dapat dijalankan oleh masyarakat. 
b. Upaya Represif 
Usaha tersebut bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang 
pernah terganggu, dengan kata lain berwujud peningkatan terhadap 
pelaku pencurian kendaraan bermotor atau warga masyarakat yang 
melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya agar 
tidak melakukan kejahatan lagi, dan kalau perlu harus diberikan sanksi 
hukum yang berat supaya pelaku pencurian kendaraan bermotor itu tidak 
mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan 
perbuatannya untuk kedua kalinya. 
Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, 
maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa 
penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan 
apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor maka akan diadakan proses dan 
dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan. Dan apabila 
terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani 
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masa pidananya, mereka kemudian diadakan pembinaan yang dilakukan 
oleh lembaga permasyarakatan, seperti: 
1. Memberikan ceramah agama dengan mendatangkan 
penceramah dari luar yang cukup dikenal. 
2. Memberikan penyuluhan dan pendidikan yang bersifat umum. 
3. Memberikan kegiatan kerja bakti dalam lembaga 
permasyarakatan. 
4. Memberikan keterampilan sesuai dengan bakatnya masing-
masing yang berorientasi kepada kerajinan tangan seperti 
membuat kursi, menjahit dan lain-lain. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil 
penelitian ini, maka dapat disimpulkan: 
1. Bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan 
bermotor khususnya di Kabupaten Konawe adalah faktor 
ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakan hukum 
dan juga tak lepas dari kelalaian para pemilik kendaraan 
bermotor tersebut. 
2. Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulanginya adalah 
memberikan skala prioritas terhadap upaya preventif yaitu suatu 
upaya untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif 
menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi 
menjadi gangguan dalam masyarakat. Selain itu, hal ini juga 
sekiranya tidak terlepas dari upaya represif karena upaya ini 
bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah 
terganggu, dengan kata lain usaha ini berwujud peningkatan 
terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor atau warga 
masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan 
terhadap pelakunya secara konsisten agar tidak melakukan 
kejahatan lagi dan kalau perlu hendaknya diberikan sanksi 
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hukum yang berat agar pelaku pencurian kendaraan bermotor 
tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya. 
B. Saran 
Usaha penanggulangan dapat pula diartikan sebagai suatu upaya 
atau usaha dalam mencegah dan mengurangi kasus pencurian kendaraan 
bermotor serta meningkatkan penyelesaian perkaranya, olehnya itu 
penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Dalam penegakan hukum khususnya bagi pelaku pencurian 
kendaraan bermotor, diharapkan diproses sesuai dengan 
hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat 
agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. 
2. Sangat diharapkan kepada aparat kepolisian serta para 
penegak hukum lainnya untuk konsisten terhadap aturan yang 
sudah berlaku. 
3. Setiap pengguna/pemakai kendaraan bermotor kiranya dapat 
lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan, misalnya 
memarkir kendaraan tidak pada sembarangan tempat dan 
sekiranya menambah kunci pengaman kendaraan. 
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